
 

BUPATI PATI 

 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR  51  TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 7 TAHUN 2009 

TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN 

KABUPATEN PATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 

Jabatan Struktural  sebagaimana  telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah  Nomor 100 Tahun 2000 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Struktural yang menyatakan bahwa untuk menjamin 

obyektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, 

anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil 

sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 

Kabupaten Pati perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 7 

Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan Kabupaten Pati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

 

SALINAN 



2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  8  

Tahun  1974  tentang  Pokok- pokok  Kepegawaian  

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1999 

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3866); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir  dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah              

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100  

Tahun  2000  tentang  Pengangkatan Pegawai  Negeri  Sipil  

Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 



 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, 

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009   

Nomor 164); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3747); 

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 

Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah  Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 100  Tahun  2000  tentang  

Pengangkatan Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam Jabatan 

Struktural; 

9. Peraturan  Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan  

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22); 

10. Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Badan 

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pati 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 27); 

 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG 

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN 

KABUPATEN PATI. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 

7 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2009 Nomor 27) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 2 

(1) Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pati terdiri 

dari Ketua, Anggota dan Sekretaris. 

(2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 

(BAPERJAKAT) Kabupaten Pati terdiri dari : 

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sebagai Ketua 

merangkap Anggota; 

b. Inspektur Kabupaten Pati selaku Anggota; 

c. Kepala Badan  Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati 

selaku Anggota; 

d. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati 

selaku Sekretaris bukan Anggota. 

(3) Sekretaris memimpin sekretariat secara fungsional 

dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pengembangan 

Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Pati. 

(4) Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan (BAPERJAKAT) paling lama 3 (tiga) tahun 

dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan 

berikutnya. 

 

 



IND NTO SH.MSi 
bina Tingkat I 

NIP, 19670226 199203 1 005 

Salinan sesuai dengan aslinya 

UKUM 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 18 September 2012          

BUPATI PATI,                                                          

                                                   ttd 

HARYANTO 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 18 September 2012  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

                            ttd       

                DESMON HASTIONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 511 

 


